
BERITADAERAB 

PROVINSI JAWA TENGAB 

\TAHON 2008 NOMOR 91 

PERATURAN GUBERNURJAWA TENGAH 
NOMOR 91 TAHON 2008 

TENTANG 

PENJABARANTUGAS POKOK,FUNGSI DAN TATA 
KERJABADANPENELITIANDANPENGEMBANGAN 

PROVINSIJAWA TENGAB 

DENGAN RABMAT TUHANYANG MABAESA 

GUBERNURJAWA TENGAH, 

Menimbang bahwa da1am rangkamelaksanakanketentuan Pasal 
59 PeratmanDaerahProvinsi Jawa TengahNomor 
7Tahun2008 tentang Organisasi Dan TataKerja 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 
Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi 
Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan 

683 



Mengingat 
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Gubemurtentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi 
Dan TataKerjaBadanPenelitianDanPengembangati 
Provinsi Jawa Tengah; 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
PembentukanProvinsiJawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, TambahanLembaranNegaraRepublik 
Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
PemerintahanDaerah (Lembaran NegaraRepublik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahm2004 tentangPemerintaban Daerah 
(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, TambahanLembaran NegaraRepublik 
Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat 
Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

5. PeraturanPemerintahNomor79 Tahun2005 tentang 
Pedoman Pembinaan Dan.Pengawasan Penyeleng­ 
garaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lemba-ran Negara Republik Indonesia 
Nomefr4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun2007Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4741); 

8. Peraturan DaerahProvinsi Jawa Tengah Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah (LembaranDaerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 
4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 8); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Organisasi clan Tata Kerja 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 
Inspektorat, Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi 
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, 
Tambahan LembaranDaerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor13); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi 
Perangkat Daerah; · 
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN, 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG 
PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI 
DANTATAKERJABADANPENELITIANDAN 
PENGEMBANGAN PROVINS! JAWA 
1ENGAH. 

BAB II 
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagi2ll Pertama 
Badan 

Pasall 

Badan Penelitian D.uf Pengembangan mempunyai tugas pokok 
melaksanakan penymunan clan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 
penelitian pengembangan. 

Pasal3 

Untukmenyeleoggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasa12,BadanPenelitianDanPengembanganmempmiyaifimgsi: 

a. perumusankebijakan tcknis bidangpenelitian dan pengembmgan; 

b. penyelenggaraan urusan pemerintaban dan pelayanan umum 
bidangpenelitian dan pengembangan; 

c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penelitian dan 
pengembangan di bidang pemerintahan dan sosial budaya, 
ekonomi, prasarana wilayahdan pengembangan dan penerapan 
ilmu peogetamJ3Il dan teknologi lingkup provinsi dankabupaten/ 
kota; 

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penelitian dan 
pe:ugembmgan; 

e. pelaksaoaan kesekretaria.tan badan; 

f pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan: 

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah. 

2. PemerintahDaerahadalahPemerintahProvinsi Jawa Tengah, 

3. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Teng�. 

4. Gubernur adalah Gubemur Jawa Tengah. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa 
Tengah. 

6. Badanada1ahBadan PenelitianDan PengembanganProvinsi Jawa 
Tengah. 

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian Dan 
Pengembangan Provinsi Jawa Tengah. 

8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, 
tanggungjawab, wewenang danhak seseorang Pegawai Negeri 
Sipil da1am satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 
didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta 
bersifat mandiri. 
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Bagian Kedua 
Kepala Badan 

Pual4 
Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 danPasal 3. 

PasaJS 
(l) KepalaBadan, membawahkan: 

a. Sekretariat; 
b. Bidang PemerintahanDan SosialBudaya; 
c. Bidang� 
d. Bidang Pramana Wilayab; 
e. BidangPengoohangaoDanPenaapanilmuPmge1abuanDan 

Tdadogi; 
f KelompokJabamnFungsionaL 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud padaayat (1), dipimpin oleh 
seorang Sekretlrisycmg bcradadi bawahdan bertmgguogjawab 
kepada Kepala Badan. 

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud padaayat (1 ), muing­ 
masing dipimpin olehseorangKepalaBidang yang berada di 
bawahdan bertmggungjawab kepadaKepalaBadao; 

(4) KelnmpokJabatmFuow;imal sebagaimana dimabnd padaayat 
(1 ), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai 
KetuaKelompokdanbertanggungjawabkcpadaKepa)aBadao 

Bagiu Ketiga 
Sekretariat 

Pasal6 
Sekre1ariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasia penyelmggaraan tugas 
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secara'terpadu, pelayanan administrasi. dan pelaksanaan di bidang 
program, keuangan, umum dan kepegawaian. 

Pasal 7 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 
Sekretariat mempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan J)erumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, 
pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, 
pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan; 

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, 
pelayanan admioistrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan 
kepegawaian; 

d. · pelaksanaao tugas.lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai 
dengan tugas dan fimgsinya. 

Pasal8 

(1) Sekretariat, membawahkan: 

a. Subbagian Program; 
b. SubbagianKeuangan; 
c. Subbagian Um um Dan Kepegawaian. 

(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

Pasal 9 

Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis. pembinaan, pengkoordinasian 
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penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan 
pelaksanaan di bidang program, meliputi : koordinasi perencanaan, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem infonnasi 
di lingkungan Badan. 

Pasal 10 

SubbagianKeuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian 
penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan 
pelaksanaan di bi dang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, 
verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkunganBadan. 

Pasal 11 

Subbagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan 
administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, 
meliputi : pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, 
organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan 
perlengkapan di lingkungan Badan. 

Bagian Keempat 
Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya 

Pasal 12 

Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan perumusankebijakan teknis, pembinaan clan 
pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidangpemerintahan, clan 
sosial budaya 

Pasal 13 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12, Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya mempunyai fimgsi: 
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a. . penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang 
pemerintahan; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial 
budaya; 

c. pelaksanaan tugas.iain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai 
dengan tugas dan fimgsinya 

Pasal 14 

(1) Bidang PemerintahanDan Sosial Budaya, membawahkan: 

a. SubbidangPemerintahan; 
b. Subbidang Sosial Budaya 

(2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang 
Pemerintahan Dan Sosial Budaya 

Pasal 15 

SubbidangPemerintahanmempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan penelitian 
dan pengembangan di bidang pemerintahan, meliputi : penetapan 
kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, koordinasi 
penelitian dan pengembangan aparatur, kelembagaan dan 
ketatalaksanaan pemerintah daerah, otonomi daerah, hukum, informasi 
dankomunikasi, kesatuan bangsa, politik keamanan, dan perlindungan 
masyarakat 

Pasal 16 

Subbidang SosialBudayamemptmyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan penelitian 
dan pengembangan di bidang sosial budaya, meliputi : penetapan 
kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, koordinasi 
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penelitian clan pengembangan ketenagakerjaan, kependudukan, 
pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kesehatan, agama, 
sosial, pemuda dan olahraga, pemberdayaan masyarakat, kemiskinan, 
clan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak clan keluarga 
berencana 

Bagian Kelima 
Bidang Ekonomi 

Pasal 17 
BidangEkonomimempunyai tugas melaksanakan penyiapan pennnusan 
kebijakan teknis, pembinaan clan pelaksanaan penelitian dan 
pengembangan di biclang pertanian, clan industri, perdagangan clan 
keuangan. 

Pasal 18 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17, BidangEkonomi mempunyai fungsi: 
a. penyiapan bahan perumusankebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian; 
b. penyiapan bahan perumusankebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang industri, 
perdagangan dan keuangan; 

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai 
dengan tugas dan fimgsinya 

Pasal 19 
(1) Bidang Ekonomi, membawahkan: 

a. Subbidang Pertanian; 

b. Subbidang Industri, Perdagangan Dan Keuangan. 
(2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 

masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang 
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berada di bawah dan bertanggungjawab kepadaKepalaBidang 
Ekonomi. 

Pasal20 
Subbidang Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan te19ris, pembinaan � �laksanaan pe��tian 
dan pengembangan di bidang pertanian, meliputJ. : penetapan kebiJakan 
teknis, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, koordinasi penelitian dan 
pengembangan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, 
kehutanan, tanaman pangan dan hortikultura, dan ketahanan pangan 

Pasal 21 
Subbiclang Industri, Perdagangan Dan Keuangan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan 
dan pelaksanaan penelitian clan pengembangan di bidang industri, 
perdagangan clan keuangan, meliputi : penetapan kebijakan teknis, 
pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, koordinasi penelitian dan 
pengembangan bidang perindustrian, perdagangan, penanaman modal, 
pendapatan daerah, koperasi, UMKM dan pariwisata, keungan daerah 
danBUMD. 

Bagian Keenam 
Bidang Prasarana Wilayah 

Pasal22 
Bidang Prasarana Wtlayahmempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan penelitian 
dan pengembangan di bidang fisik dan prasarana, dan swnberdayaalam 
danlingkungan. 

Pasal23 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
22,Bidang Prasarana Wtlayahmempunyai fimgsi: 
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a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan 
prasarana; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sumberdaya 
alam clan lingktmgan; 

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai 
dengan tugas dan fimgsinya 

Pasal24 

(1) Bidang Prasarana Wilayah, membawahkan: 

a. Subbidang Fisik Dan Prasarana; 

b. Subbidang SumberdayaAlam DanLingkungan. 

(2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada KepalaBidang 
Prasarana Wtlayah. 

Pasal25 

SubbidangFisikDanPrasaranamempunyaitugas,melakukanpenyiapan 
bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan 
penelitian clan pengembangan di bidang fisik dan prasarana, meliputi : 
penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, 
koordinasi penelitian clan pengembangan bidangperhubungan, pekerjaan 
umum, tataruang dan permukiman, serta pembangunan perwilayahan. 

Pasal26 

Sub bi dang Sumberdaya Alam Dan Lingkungan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan 
dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sumberdaya 
alam dan lingkungan, meliputi : penetapankebijakan teknis, pelaksanaan, 
pembinaan clan fasilitasi, koordinasi penelitiandan pengembangan bidang 
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pertambangan dan energi, sumber daya alam dan lingkungan hidup, 
sumber daya kelautan. 

Bagian Ketujuh 
Bidang Peagembangan Dan Penerapan 

Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 

Pasal 27 

Bidang PengembanganDanPenerapanilmuPengetahuanDan Teknologi 
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusankebijakan teknis, 
pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sosialisasi dan 
penerapan ilmu pengetahuan clan teknologi. 

Pasal 28 

Untuk. menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, 
BidangPengembanganDanPenerapanilmuPengetahuanDan Teknologi 
mempunyaifimgsi: 

a. penyiapan baharl perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosialisasi 
dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya 

Pasal29 

(1) Bidang Pengembangan Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan 
Teknologi, membawahkan: 
a. Subbidang PengembanganilmuPengetahuan Dan Teknologi; 

b. Subbidang Sosialisasi Dan Penerapan llmu Pengetahuan Dan 
Teknologi; 
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(2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bi dang 
Pengembangan Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan 
Teknologi. 

Pasal30 

Subbidang Pengembangan IlmuPengetahuanDan Teknologimempunyai 
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi : penetapan 
kebijakan, pelaksanaan, pembinaan clan fasilitasi, koordinasi, clan 
optimalisasi basil pengembangan IP1EK. 

Pasal31 

Subbidang Sosialisasi DanPenerapanllmuPengetahuanDan Teknologi 
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan 
teknis, pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di 
biclang sosialisasi clan penerapan ilmu pengetahuan clan teknologi, 
meliputi : penetapan kebijakan teknis, pelaksaoaan, pembinaan clan 
fasilitasi, koordinasi penelitian dan pengembangan bidang komunikasi, 
sosialisasi, desiminasi dan difusi basil-basil pengembangan IPTEK, 
peningkatan partisipasi, kapasitas masyarakat dan sumber daya IP1EK 
dalam menerapkan basil-basil IPTEK. 

Bagian Kedelapan 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal32 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai denganjabatan 
fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
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Pual 33 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga 

fimgsional yangterbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan 
bidang keabl� 

(2) JumlahJabatanFungsional sebagaimana dimabud padaayat (1 ), 
ditentukan berdasarkan kebutuban dan beban kerja 

(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana djmaksud 
pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan penmdang­ 
unrumgan yang bcrlaku. 

(4) Pembinaan tohadap PejabatFunpiooalsebapmana ctimaksud 
pada ayat (1 ), dilakukan sesuai dengan peraturan penmdang­ 
undangan yang berlaku. 

BABW 
TATAKEIUA 

Pasal34 

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan 
Kepala Subbidang dalam melaksanakan tugasnya berdasarbn 
peraturan penmdang-undangan yang beriaku dan kebijakan yang 
ditetapkan oleh Gubemur. 

Pasal35 

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan 
Kepala Subbidang dawn melaksanakan tugasnya memperhatik.an 
prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporm 
sesuai dengan bidangtugasnya nw;ing-masing 

Pual36 
Dalam melaksaaakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala 
Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidaog, clan Pejabat Funggonal 
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wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara 
vertikal maupun horisontal baikke dalatnmaupmantar satuan organisasi 
dalam lingkungan.Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan 
tugas pokoknyamasing-masing. 

Pasal37 

(1) Kepala Sadan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, 
dan Kepala Subbidang bertanggungjawab dalam memimpin, 
mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serf.a petunjuk­ 
petunjuk bagi pelaksanaao tugas bawahannyamasing-masing. 

(2) Kepala Sadan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, 
dan K.epa1a Subbidang wajib mengikuti daamemamhi petunjuk­ 
petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masing-masing 
serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. 

(3) Dalam menyampaikan laporanmasing-masing kepada � 
tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi 
lain di lingk:ungan Badan yang secara fungsional mempunyai 
hubungankerja 

( 4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan, Sekretaris, 
Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang dari 
bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan 
penyusunan laporan lebih lanjutdan dijadikan bahan untuk 
memberikan petunjuk kepada bawahan. 

Pasal38 

Sekretaris, Kepala Bidang, dan Pejabat Fungsional menyampaikan 
laporan kepada Kepala Sadan dan berdasarlcanhal tersebut Sekretaris 
menyusun laporan berkala Kepala Badan kepada Gubernur melalui 
Sekda. 
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BAB IV 
KEPEGAWAIAN 

Pasal39 

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal40 

Kepala Sadan, Sekretaris, Kepala Bidang, , Kepala Subbagian, Kepala 
Subbidang dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan 
Sadan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BABV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal41 

Bagan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini. 

BABVI 
PENUTUP 

Pasal42 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubemur ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Sadan. 

Pasal43 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agarsetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Jawa Tengah. 

Ditetapkan di Semarang 

pada tanggal 31 Juli 2008 

GUBERNURJAWATENGAH 

ttd 

ALIMUFIZ 
Diundangkan di Semarang 

pada tanggal 31 Juli 2008 
SEKRETARIS DAERAHPROVINSI 

JAWATENGAH 

ttd 

HADIPRABOWO 

BERITA DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH TAHUN 2008 
NOMOR91 
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BAGAN OROANISASI 
BAOAN PEHELmAN DAN PENOEMBANGAN 

PROVINS! JAWA TENOAH 

KEPALA 

lAMPIRAN 
PERATURAN OUBERNUR JAWA TENOAH 
NO MOR 91 T AHIJN 2008 
TANOOAL 31 JULI 2008' 

-- - 
SEKRETAAIAT 

-- - -­ UMUIIDAN - 
\ 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNOSIONAL 

BlOANO 
PEMERINTAHAN DAN 

BOSIAL BU�YA 

BIDANO. 
EKONOMI 

BIDANO 
PRASARANA 

WII.AYAH 

IIIDANO 
PENOEllolllANGAH DAN 

PENERAPANIPTEK 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

ltd 

At.lMUFIZ 


